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Abstract

Sub aistnict (peopie calfed as nagar] markats are fmoortant
for economic development n West Sumatera. The imporiant of
nagar markels can beeb seen it funchion as economifc nskitutions;
923 % from lota! marksts in West Sumalters are nagar! markels,
and widespread all over West sumatera Proviice. Nagarf markets
are important for the institution of nagary itsell, tharsfore nagari and
Adgarn’ markats are camponants that can not be separated fram socio
- putiral structure of Minangkabad cuituna,

Iis article is part of persons! ressarch which intanas fo
gxiany  bhe  coorparation  belween  Padang  Paraman  District
Goverament and the nagar markats which are under its suparvision.
One result of the research fs that there exists already  an
arganization that s authorized (o Faciltate that nagard markeis
aithough in this reglan the nagan markets are sl run avtonomous!y
&y the certain nagarl. This organization which is named Market and
Parking District Offce has a function 1o help the District Head to
supenvise the markels effeciively.

By Letter of Decision the Distict Head determinated that
mechanisim siructure of Markets Commission and Supeniisor includie
their time of responsibity. District govermnmeant  aid nat inranseng alif
the nagar daclsions espacialy about supendise af marke!  nagarl,
Base pn economic consideralion, there is no usef far Disfct
Gevernment frart market nagar, but they stll  supervise (budget
afsa}l as an authorily such a5 © {a) marketr nagari and nagar!
fegiimacy as awthonomy. reglon, (B) as part of auly Dishict
Government s public sarvice of nagar soclely. As progressing, that
writtan in Disteict Buying Budget Programme  gbout rehabiiitate
Aagan markel development espaoially 2bout budget sharing from
markel nagar, Also  Digs about mechanism of taking and ghving
between asel viiage to nagar so that have influsnce supenvise
markel nagan.
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Pasar MNagari di Sumatera

Barat

D alam struktur sosial ma-
: syargkat Minangkabau di-
kenal konsep nagar, vang bukan
berasal dari bahasa  Minang-
kabau, mungkin kata Sanskerta
nagara. Penduduk nagar menu-
pakan satu  kesatuan  sosial
budaya, dengan ari merska
mendiami suatu tempat karena
berasal dari nenek moyang dan
kebudayaan yang sama. Mereka
diikat oleh  kehendak  hidup
bersama, dan patuh pada norma
vang sama, Setelah bersama di
satu nagari, penduduk berbagai
suku ity menjadi satu perkauman
teritorial dan mempunyai kepen-
tingan yang hampir bersamaan,
sahingga fimbul semangat gotong
royong dan hidup secara damal,
Naim menjelaskan bahwa nagan
diperintzah oleh lembaga kepala
kampung; searang di antaranya
diangkat sebagal kepala (primus
infar pares). Tapi tidak ada kaitan
formal antara sati nagan dengan
nagari lainnya {berakunya olono-
mi nagari} dan nagar yang sat
lepas dari nagari lain sehingga
sering disebut sebagal republik
nagari {Naim, 1979:16).

Suatu  nagarl  mensya-
ratkan delzpan hal {Navis, 1985:
91-94} waitu : bala2irung (ruang
pertemuan), termasuk di dalam-
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nya masjid; penduduk berbagal
suku, daerah pusat (korong) dan
luar {Ainfedand); pos kKeamanan
dan informasi, sistem  peranian
dan hukum pewarisan; penga-
furan rukun tetangga, keramaian
dan  permainan;  pengaturan
kematian dan lokasi makam;
pasar, lalu lintas dan tempal
mandi. S=bagal komponen naga
ri, pasar telah ada sejak adanya
nagari. Pasar nagari yang ramai
menjadi kebanggaan; biasanya
ditentukan dari seberapa ekor
sapl dipotong pada har pasar,
Semakin banyak sapl dipotong
berarti semakin besar pasar itu.

Peran pasar nagari pen-
ting dalam perekonomian dan
Infrastruktur oi Sumatera Barat.
Pantingnya pasar nagari tercer-
min sebagai wadah perskono-
mian, jumlzhnya lebih banyak
dari pads pasar bukan nagari,
dan tersebar di seluruh ka-
bupaten/kota di Sumatsra Ba-
rat, seperti tabel berikut,

Dari tabel itw diketahui
bahwa  jumlah pasar tipe A
adalah 203 (74,3 %) dar total
jumlah pasar di Sumatera Barat.
Bila pasar ftipe A dan B
dijumlahkan (karena keduanya
sama-sama pasar nagarij, maka
(202 + 53) berarti terdapat 256
unit (92,3 %) dari pasar yang ada
di Sumatera Barat adalah pasar
nagari.
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Tabel! 1. Jumlah Pasar dan T‘p-enya di Sumatera Barat

1. Pesisic Selatan Xq - = 2 26
2. | Solok ' 41 3 = = a7
3. | SwiiSijunjung*} Tidak ada data ]
4, | Tanah Datar 17 T EE - 21
By Fadang Paraman a5 3 - ne 45
6. | Agam = T S - - 37
7. | Limapuluh Kota 18 18 - 35
B: Pasaman **) 38 5 - = 44
9, | Mentawai Tidak ada data
Jumiah 203 53 1 2 359
Kota
10. | Padang = = - 7 7
11. | Salok - R e
12 | Sawah Lunbo = = = 2 z
13. | Padang Panjang == - 1 1
14, | Bukit Tinggi - - 3 3
15, | Payakumbuh = = == 2 z
16. | Pariaman = 4 X |
Jumiah | - - = 17 17
Total 276

Sumber ana! & D Flud van Giffen dan Emeraldy Chatra., Wanita di Pasar
Minangkabau tahun 1990, namun beberapa bagian dals
telzh dimodifikosi sedemikizn rupa

Juirzral Antropologt 17/8-2004
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Catatan :
®y Swl berarti Sawah Lunto,
Kabupaten ini sekarang telzh
terbagi menjadi Kabupaten
Sawah Lunto Sijunjung dan
Dharmasraya
Beqgitu
Kabupatan

) juga  dzngan
Pasaman seka-
rang felah  menjadi  dua
kabupaten juga yaitu
Pasaman (Timur) dan Pasa-
man Barat
Dapat dikatakan bahwa
iokasi perekonomian  Sumatera
Barat masih bertumpu pada pasar
nagari yang telah menyebar
tersebut.  Selain  itu, dimung-
kinkan adanya kerjasama antar
nagari dan dengan pemerintah
dalam pengelolaan pasar nagari.
Juga dapat disimpulkan bahwa
pentingnya perhatian yang lebih
besar terhadap pasar nagari inl.
Apalagi mengantisipasi pember-
lakuan UU no. 22 t@hun 1999
tentang Pemerintahan Daerah
yang memberi keleluasaan untuk
menyelanggarakan otonomi dan
menggali potensi daerah. Dan
vang tidak kalah pentingnya,
pasar mempunyai fungsi sosial
ekonomi, politis dan kebudayaan
pagi  penduduk  Minangkabau
karena menjadi dri penting yang
melekat bagi perantaunya; yang
walaupun mereka berasal dari
keluarga petani, namun berusaha
dalam bidang perdagangan,

At Ahbery

Masalah Pasar MNagari di
Kabupaten Padang Pariaman

| alam  rangka = meman-
I-__ o faatkan otonomi  daerah
tersebut, khususnya unfuk

pemerintahan terendah, Sumate-
ra Barat memilih kembali ke
sistem  pemerintahan  nagari.
LUntuk maksud itu, Pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat bersama
dengan DPRD telah menge-
luarkan Peraturan Daerah Mo, 9
tahun 2000 tentang Ketentuan
Pokok  Pemerintghan  Magari.
Dengan adanyz dasar hukum

tersebut, maka secara wyuridis
formal semakin meambuka
peluang  bagi  negari untuk

mengembangkan potensi sumber
daya yang terdapat dalam nagari
itu,  Peluang ini  ditafsirkan
sebagai kesempatan yang lebih
luas untuk menjalin  kemitraan
antara berbagal stakeholders di
antaranya bekerja sama dengan
pemerintahan kabupaten/kota
vang ada di Sumatera Barat.
Salah satu pertimbangan bagi
perangkat nagari, nagari memiliki
beberapa potensi dimana pasar
merupakan diantaranya. Semen-
tara itu bagi pemerintah kabu-
paten/kota walau bagaimanapun
merekalah yang diberi wewenang
mengatur  wilayehnya,  Adalah
suatu keganjilan bilamana suatu
pemerintab kabupatenfkota yang
diberi wewenang untuk mengatur
wilavahnya, namun fidak dapat
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menventuh  permasalahan  pasar
nagari yang ada di Sumatera
Sarat ini.

Valaupun secere  wyuridis
masing-masing berdasarkan ke-
tentuan perundangan yang rasmi,
namun hal ini dapat memancing
terjadinya kesalahpzhaman
antara mereka, Pada akhirnya,
bilz masalah ini  dibiarkan
berlarut-larut, tanpa dicarikan
penvelesaiznnya, maka dikhawe-
tirkan akan muncul axses-ekses
ntanomi dasrah vang salah arah.
Fadahal dixetahui bahwa nagar
mempunyai banyak keterbatasan
sewaltuy mengslola pasar nagari.
Keterbatasan itu  terlihat dari
kKondisl umum pasar nagari yvang
sangat jelek (bangunan pasar,
jalan  dalam pasar, prasarana
kebersihan dan pengaturan  lalu
lintas  sekitar pasar  serta
pengaturan limbah pasar), sangat
rawan konflik antara sasama
pengefola,  dan keterbatasan
sumber  dava manusia  nagari
dalam mengelola pasarmya,

Mengantisipas  kemung-
Himen munculnya konflik horizon-
tal dan wveriikal tersebut, makez

s=belum  diberakukannya oto-
normi daerah,  Pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat telah

mengeiuarkan SK Gubemur No.
103 tahun 1985 tentang Pedo-
man Pelaksanaan Pasar Magari di
Sumatera Barat, Penetapan Sk
didasarkan pada kecenderungan
wakiu diterbitkannya SK itu
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dimana seringnya terjadl gejolak
pengelalasn pasar nagari. Diha-
rapkan dengan pemberakuan Sk
Gubernur  tersebul, masalah
pengelolazn pasar nagart dapat
dicarikan pemacahannya. Latar
belakang  diterbitkannya  SK
Gubernur ity diawall  olzh
beperapa masalzh  perebulan
pengelolaan pasar  nagar  di
Ksbupsten Padang Pariaman
gkipat dar itu, maka unfuk
kepentingan yang sama Peme-
rintehan  Daerah  Kabupaten
Padang Fariaman juga teiah
menetapkan 5K Bugati KDH Tk, 11
Padang Pariaman No. 51 tahun
1981 tentang Pedoman Pelak-
sanaan Pasar Magari, 5K Bupat
ity setelah bebsrapa  tzhun
kemudianmenjadi  salah satu
periimbangan {konsideran) sehu-

bungan dengan ditetapkannya
Paraturan Dasrah Mo. 2 tahun
2002 tentang  Pemerintahan
Magarl. Sebagsi tindak |anjut,

maka dalam Perda itu dijetzskan
febin jauh lagi dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Padang Pariz-
man Mo, 34 tahun 2003 tentang
Pangelolaan Pasar.

Ironisnya tidak semua
pemerinteh kabupaten/kota me-
millki pasar vyang dikelolanya
sendiri, Sebsgai conioh, tidak
terdapat satupun  pasar di
fabupalen Padang Pariaman
vang dimillki oleh pemerintah
kabupaten: ini. Hal ini mengaki-
batkan di satu sist kabupatsn
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tidak dapat menark retribusi
pasar sebagai bagian dari
terobosan peningkatan  PAD
{Pendapat Asli Daerah), padahal
memiliki pasar terbanyak jika
dibandingkan dengan kabupaten
fkota lain di Sumatera Barat (Wihat

tabal 1 sebsiuemiya), Namun
disisi lain, nagar juga tidak
diuntungkan  karena belum

memanfaatkan sumber daya yang
difiliki oleh pemerintah kabupa-
ten dalam pengelofaan pasar.

Selanjutnya secara bartu-
rut-turut akan dijelaskan tentang
organisasi pengelela pasar, dan
masdlah pengelolaan pasar yang
merupakan masalah yang terjadi
pada pasar nagari di Kabupaten
Padang Pariaman. Penjelasan
lebih dititikberatkan pada

1. Organisasi Pengelolaan
Pasar

D_ | Kabupaten Padang Paria-
# man fidak terdapat satu-
pun pasar yang dikelola oleh
Pemerintah  Kabupaten, Namun
dalam rangka mengefektifkan
langkah pengelclaan pasar yang
tordapat  se-Kabupaten  Padang
Pariaman, maka ftetap perlu
dibentuk organisasi yang bDertu-
gas untuk menangani masalah
pasar dan perparkiran dengan
namz Kantor Dinas Pasar dan
Perparkiran  Kabupaten Padang
Periaman, Kantor ini  dibentuk
atas pertimbangan :

41
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1. Bahwa  pasar  sebagal
sarana ekohomi masyara-
kat perlu  dikelola secara
untuk pengembangan pa-
sal ity sendiri

2. Bahwa uniuk meningkatkan
efisiensi dan  efektifitas
sehingga pasar mampu
memenuni fungsinya seba-
aai  sarana ekonami ma-
gyarakat dar  memberi
manfaat untuk daerah, dan
seferusnyz.

Atas  pertimbangan iU,
maka berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Padang Paria-
man No. 34 tahun 2003 tentang
Pengslalaan  Pasar  dinyatakan
beberapa ketentuan pokok  d
antaranya adatah |
a. Adanya pembagian  kelas

pasar yang ditentukan olzh

kondisi fisik pasar tersebut,
sehingga umpamanya terca-

pat kelas pasar 1, 14, I, 1l

dan IV

b, Diakuinya keberadaan pasar
nagari yang dianggap ssbagal
asef nagari yang pengo
parasiannya dengan memban-
tuk Komisl dan Pengurus

Pasar Magari. Pembangunan

pasar nagar difasilitasi oleh

Pemerintah  Kabupaten Pa-

gdang Pariaman

¢, Diaturnya tata cara pemu-
ngutan dan  penyetoran
retribusi pasar

Sebagai penerapan atas
peraturan daerah tersebut, maka

Juirned Antrapalogt FA8-2004
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Bupali Padeng Pariaman juga
telah  mengeluarkan 5SK No.
J08/KEP/BPP-2003 tentang Pe-
tunjuk Pembentukan Komisi dan

Pangurus  Pasar Magari di
kabupaten Padang Pariaman.
Beberapa hal vyang dijelaskan

dalam 5K tersebut seperti :

2. HKomisi dan Pengurus Pasar A
nagari dibentuk olah  Wali
Magari dan BPAN bersama
LAN nagari yang bersang-
kutan dengan masa kerja
komisi selama 5 {lima) tahun
dan dapat dipilih kembali
berdasarkan musyawarah

b. Komisi dan pengurus Pasar B
nagari dibentuk olsh Camat
bersama dengan Wali
Nagari, BPAM dan LAN yang
bersangkutan dengan masa
kerja dan aturan lainnya,
sama tengan pasar A nagari

¢, Jumizh anggotz komisi pasar
maksimal 5 {limg) orang

Selanjutnys dalam Peratu-

ran  Daerah  kabupaten  itu
dijelaskan tugas pokok dari
Kepala Oinas  Pasar  dan

Perparkiran yaitu dalam rangka
maembantu Bupat dalam menye-
lenggarakan dan  pengelolaan
pasar dalam Kabupefan Padang
Bariaman,

2. Pengelolaan Pasar

ari tabel 1 sebelumnyz
] telah diketahui bahwe di
Kabupaten Padang Pariaman inl

Surnal Angropologs VA8-2004

terdapat 47 wunit pasar yang
terdiri dari tipe A sebanyak 45
unit, dan terdapat 3 unit pasar
tipe B, namun tYdak {erdapat
satupun pasar nagar tipe O,
Jumlah pasar nagari sebanyak 47
unit ity merupakan jumlah pasar
yang  paling  banyak  hila
dipandingkan dengan jumizh
pazar lain (baik pasar nagari
maupun bukan) vang terdapat di
rabupaten/kota se-Sumatera Ba
rat.

Secara administratif peme-
rintanan  Kabupaten  Padang
Pariaman telah dibagi menjadi
Kota Pariaman dan Kabupaten
Padang FPariaman. Kecamatan
Pariaman  Tengah, Pariaman
Litara dan Pariaman Selatan yang
sebelumnya menjadi  wilayah
Kabupaten Padang Pariaman,
sejak tahun 2003 telah menjad
bagian dari Kotz Pariaman.
Sementara ity Kota Pariaman
sendiri telah memiiiki pasar baru
yang dibangun olsh swasta,
selain pasar  syarikat  vang
terdapat di Kecamatan Pariaman
Tengzh. Seperti penjelasan dalam
tabsl 1 sebelumnya  sampai
sekarangpun baik  Pemerintah
kabupaten Padang  Pariaman
maupun  Kotg Pariaman  belum
memiliki pasar tersendiri.

Sedangkan pasar tipe A
dan B lainnya, masih dikelola oleh
nagari masing-masing. Bila pasar
nagari tersebut telah difasilitasi
aleh Pemarintah  Kabupaten
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Padang Parlaman dalam bentuk
rehzbilitasi pembangunan pasar
nya, maka pembagian keuntu-
ngan dari pasar didasarkan pada
ketentuan sebacai berikut:

a. Pasar nagari vang telah
difasilitasl oleh Pamerintah
Kabupaten Padang Pana-
mian 60 % dar botal
keuntungan untuk Pemerin:
talh  kabupaten sedangkan
40 % lainnyva untuk nagari,

b, Sebaliknya hila  belum
difasilitasi -oleh Pamerintan
Kabupaten, maka pembz-
gian keuntungannya adalah
60 % untuk nagari, 40 %
lainnya untuk  pemerintah
kabupaten
Namun dalam pelaksanaan-

nva, baik pasar nagarl yang telah

difasilitasi oleh Pemerintah Ka-
bupaten Padang Pariaman
maupun vang balum difasiiitasi,
belum dapat diterapkan pemba-
gian keuntungan schagai mana
yvang telah dijalin  kerjasama
zntara kedua befah pikak it
Masalahnya karenz pasar nagar
sendlrl belum mempunyal Komisi
dan Pepgurus yang mampu me-
wujudkan bentuk  kerfa sama
vang telah dijalin itu, B sisi lain
ada pertimbangan dari Peme-
rintzh kahupaten Fadang

Pariaman hahwa mereka ditugas-

kan untuk melayani kepentingan

urmum, sehingga darl 13 (tiga
belas) unit pasar nagari  se
kabupaten ini telah difasilitas]

i1
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tersebut belum juga diterapkas

pembagian keuntungannys.
Padanal bila dilihat pada

keberadaan pasar nagar se
Kabupaten Padang  Farlaman
sebelumnya, bantuan gemerintah
Ltk pasar  nagar =2lah
dilakukan melalul anggaran sejak
tahun 1983-1984 dalam Proyok
Pasar Inpres. Untuk tahun 2003
imipun  telah direhabilitas! ssba
nyak 4 (empat) unit pasar fagar
dengan total danz sebesar Ro
400.000,000,00 {empat ratus juta
ruplah), Begitu juga untuk tahun
2004 telah  dianggarkan
dana dengan jumiah yang sama
juga untuk 4 (empat] unlt pasar
nagari lain yang |uga  akan
dihanty oleh Pemerintah Kabu-
paten Padang Pariaman untuk
merehabilitasinye.  Program  itw
dilakukan oleh Pemerintah Kabu-
paten Padang Pariaman didasar
olegh perdmoangan yaku ;

a, Adamya pengakuan Peme-
rintah Kabupaten Padang
Paraman terhadap kebera-
dean pasar sebagat salah
saly  perwujudan  adarl
ptonomi daerah vang men-
jiwal  Undang-Undang No.
22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerzh dan
juga penerapan dar Pera-
turan Daerah  Provinsi
Sumatera Barat No. 9 tahun
2000 tentang  Kelzntuan
Pokok Pemerintahan Magar
serta  Peraturan  Daerah

j-_m-

- i B
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Kabupaten Padang Paria-
man No. 2 tshun 2002
tentang Pemerintzhan Nz-
gari.

b,  Merupakan tuges Peme-
rintah Kabupaten Padang
Pariaman ssbagai  "pubiic
senvce”  terhadap  neogari

dalam pengertian melayani

kepentingann umum di

wilayah yang menjadi we-

wiznang tugasnya.

Dengan demikian walaupun
sECara ckonami Pemerintahn
Kabupaten Padang Pariaman be-
lum  diuntungkan dengan me-
nganggarkan aana untuk
rehabilitasi pasar nagari, namun
praogram  terseout merupakan
salah  satu tugas Pemerintah
Kabupaton Padang Pariaman.

Masalah lzin yang ditemu-
kan pada pasar nagari di
kabupaten ini adalah  beium
terlaksananya secara baik serah
t=rima asst sswakly pemann-
Lafign “berdesa” ke pemerintzhan
“oernagari”.  Akibatnya  masih
ditemukan sejumiah kasus yang
memperiihatkan adanya ketidak-
taatan aturan dalam peranokat
nagari Knususnya tentang
pengelolaan  pasarnya,  Pasar
nagarl adalah aset nagari yang
dikslolz aleh perangkat nagari ---
termasuk.  perangkat  nagari
adalah Wali  Nagari,  LAN
(Lembaoga Adat Magari}, BMASN
(Bedan Musyawarah Adat dan
Syarak Magari) dan BPAN (Badan

Sl dndeopolost FOS-2004

Perwakilan Anak Nagari} --- yvang
sah.

Ditemukan kasus di Kabu-
paten Padang Pariaman bahwa
pzngambilalihan pengelolazn pa-
sar nagari olen  perangkat wali
nagari saja, Padahal pengelolzan
pasar nagari seharusnya  meli-
batkan banyzk pihak, dan tidak
cukup  hanyz wali nagari dan
stafnya saja. Bagi Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman,
khusiusnya Dinas Pasar  dan
Perparkiran hal Inl menjadi suatu
masaleh  tersendiri, mengingat
bahwa bila hanya wali nagari
dan stafnya saje vg mengelola
pasar  nagari  jelas akan
menimbulkan masalah lain yang
tidak kalah bBeratnya yaitu terlzlu
besarmya wewenang  menska,
sehingge dapat memicu sentimen
nagari di  tingkat  horlzontal
bernagari. Keluhan Dinas Pasar
dan  Perparkiran Kabupaten
Padang Pariaman ini  adalah
selelah wall nagari diangkat dan
ditantik sbg wali nagari, maka
mereka  melupskan loyalitasnya

kepada Pemerintah  Kabupaten
Padang Pariaman.

Menyikapi nal ini, maka
Dinas  Pasar dan  Perparkiran

Kabupaten Padang Parizman te-
lah menetapkan sebuah lzngkah
dengan membuat sustu Petunjuk
Teknis tentang  Penstapan Pe-
tunjuk Pembentukan Komsi dan
Pengurus  Pasar Magari i
Kabupaten Padang Pariaman No,

L]




368/KER/BPP-2003 melalui Kepu-

tusan Bupati Fagang FPariaman.

Ditetapkannya SK Bupali ity agar

lehih  tertib  dan  lancarnye

pengelnlazn  pasar-pasar  nagar
yang diantaranya memuat ten-
tang :

a. Komisi Fasar Magari tipe A
dibentuk oleh ‘Wali Magari
dan BFAN bersama dengan
LAN yvang bersangkutan

b, Komisi Pesar Magzr tipe B
dibentuk clah Camat ber-
sarna Wali Magari dan BPAN
bersama dengan LAMN nagarn
yang bersangkutan

c. Jumizh anggotz  komisi
pasar maksimal 5 (lima)
orang. Komisi dan pengurus
pasar nagar mempunyai
masa kerza selema 5 (lima)
tehun  dan  dapat  dipilin
kembali berdasarkan mu-
syawarah komisi
Diharapkan dengan pene-

tapan petunjuk ini masalah @

gdministras!  terhadap  penge-
lolaan pasar nagari yang terdapat

dl Kabupaten Padang Pariaman

dapat diselesaikan. Penyelesaian

masalah ini di tingkat herizontal
tersebut periu secepatnya  dila-
kukan mengingat bahwa ma-
salah-masalah i ftingkat hori-
zontal ini cenderung memancing
konflik ferbuka dalam nagari.
Pada akhirmya gkan menimbulkan

keresghan anak nagarl dalam
bostuk  kecemburuan,  kefidak
senangan, dan  saling curiga

i

Awedi Abbas

antara kelompok-kelompok warga
nagari itu, Karena aturannya
telah ditetapkan, maka vang tidak
kalah pentingnya adalah mengko-
munikasikannyz pada nagari.

Masalah di tingkat hori-
zontal lainnya adalah masalah
lokasifstatus tanah pasar nagari.
Ade saling gugat antar keme-
rakan  dalam  kaum  ferhadap
koberedaan status tansh pasar,
Untuk mengingatkan bahbwa ste-
tus tanah pasar nagari Minang-
kabay dikenal 3 (tiga) macam
yaitu

a, Tanah nagari

b. Tanah suku/kaum

£. Ganggam bauntuak

Persengketaan antara anak
kemenakan  terhadap  status
tanah pasar nagarl  biasanya
terjadi pada pasar nagari yang
digkui sebagal tanah kaum/suku.
Masing-masing kelompok  suku
yvang sama (biasanys Derupa
pecahan  dari  suku  tersebut]
meminta  hagiannya terhadap
keuntungan yang didepatkan dzri
hasil pasar nagari. Pada awslnya
penyerahan tanah suku xepada
nagari unfuk dijadikan  lokas:
pasar f2lah  dijelaskan  bahwa
suku yang menyerahkan tanah-
nya akan mendapat sejumlzh
bagian dari hasil pasar yang akan
dibangun i, Masalzhnya ke-
mudian berkembang sedemikian
rupa ketika penghuluy  penan-
datangan penyerahan tanan suku
kepada nagari  tersebut  telah
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meninggal sehingga anak keme-
nakannya saling berebutan ter-
nadap  keuntungan darl  pasar
nagari vang akan dserahkanpada
kaum/sukuy tersebut.  Masing
masing kelompok anak kemena-
sannya  merasa  paling berhak
untux mendapatkan keunfungan
dari pasar nagar itu. Akibamya
terjadi  saling gugat terhadap
kepemiliken tanh  suku yang
diserahkan pade nagarl untuk
diiadikan pasar.

Kasus perdata ini sampal
berzrut-lzrut di antara anggola
cuku, bahkan telah =zampai ke
tingkat Pengadilan Megeri Kabu-
paten Padang Pariaman, juga ke
Pergadilan Tingg! Provinsi Suma-
tera Barat, bahkan telah diajukan
ke tingkat Mahkamah Agung.
Apapun  dan  slapapun  yang
dimaenangkan oleh KkKeputusan
Mahkamah Agung, tetap saja
maszalan pengelolaan DESET
nagari di Kabupaten Padang
Pariaman memperlinatkan kecen-
derungan rawan konfilk  balk
vertikal maupun horizontal, Kasus
perdgte  terhadap status  tanah
pasar ity misalnya zriadi di Pa-
sar & Magari Lubuk Alung Ke-
camatan Lubuk Alung.

Pedanal kebutuhan konsu-

men  untuk  menikmatl pasar
nagan  veng leblh  baik  dan
myamani scharusnya lehih
diutamakan dari pada harus
perkutat dengan  kanflik  vang

radangkala berkepanjangan se-
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perti tu. Bila dicermati lebih
Lajam, seliap penyerahan tanah
sukufkaum kepada nagar untuk
pasar nagari selalu dinvatakan
bahwa pemilik tanah {kaum-
Jsukuy  fidak  akan  memper-
masalahkan status tanah pasar
nagari sepanjang dipergunakan
untuk pasar nagari. Hal ini perlu
disadari oleh pihak-pihak vyang
bersengketa untuk dapal mencari
jalan damai demi kKepentingan
masyarakat (konsumen) pasar
nagari itu.

Terakhir masalah penge-
lolaan pasar nagar yang dapat
menjadi  sumbsr  Konflik  di
Kabupaten Padang Pariaman
adalah fidak terbagl ratanya
untung pasar aleh komisi dan
pengurus  pasar  kepada anak
kemenakan yang berhak meneri-
manya. Hal inl terkait dengan
belum  jelasnya siaps  yang
bertanggungjawab ternadap pe-
ngelolaan pasar nagar sswaktu
terjadinya  perubshan  status
Pamerintahan terendah di
Sumatera Barat khususnya di
¥abupaten Padang Pariaman dar
desa  kepada nagar. Adanya
kewenangan besar dari komisi
dan  pengurus pasar  unfuk
mengambil porst  keuntungan
Yang iebib besar untuk
kepentingan sendirl dan  bukan
untuk kepentingan pembangunan
nageri.

43




Aredf Abbos

Catatan Belakang ngelolaan pasar  sepenuhnya

L} Sebagian dari tulisan ini di- dilakukan ?le_h SHIL nagar.
sarikan dari laporan penelitign  Fasar nagari tipe B atau pasar
fungsional tahun 2003 bekerja  Sefikal nagari berarti tanan,

. s T

sama dengan Badan Penelitian ~ Dangunan dan  pengelolaan
dan Pengembengan Proyingi  Pasar adelah gabungan (sa-
Sumatera Barat. Terima kasih  fKkat) dari beberapa nagari
kepada anggota penelitl lain-  ¥2nd beroekatan, sedangkan
nya yaitu Drs. Muhd Sawati  P@sar tipe C adalah pasar yang
MSi Drs. amri Anami dan dizmbilalin pengelolaannya
Drs. Syaiful Hidayat oleh  Dinas Pasar sehingga

2} Pasar nagari tipe A berarti t"I:!EE:‘, ada lagi  wewenang
tanah, bangunan dan pe- 13940 tersebut.
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